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Abstract: The fulfillment of pharmaceutical supplies is a primary pillar in the
implementation of hospital health services, directly impacting patient safety. However,
irregularities in the availability of medicines and medical devices often hinder the
fulfillment of citizens' constitutional rights to health. This study aims to analyze the
urgency of legal certainty in providing pharmaceutical supplies in hospitals and the form
of legal liability of hospitals in guaranteeing such availability according to
pharmaceutical service standards. The research method used is hormative legal research
with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in the
fulfillment of pharmaceutical supplies stems not only from the administrative aspects of
health regulations but also from the protection of patient rights as health service
consumers. In conclusion, strengthening regulations and synchronizing pharmaceutical
service standards are essential to minimize drug vacancies that potentially violate
patients' human rights.

Keyword: Legal Certainty, Pharmaceutical Supplies, Health Services, Hospital, Patient
Rights.

Abstrak: Pemenuhan sediaan farmasi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdampak langsung pada keselamatan pasien
(patient safety). Namun, ketidakteraturan ketersediaan obat dan alat kesehatan seringkali
menjadi hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam penyediaan
sediaan farmasi di rumah sakit dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit
dalam menjamin ketersediaan tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam
pemenuhan sediaan farmasi tidak hanya bersumber pada aspek administratif regulasi
kesehatan, tetapi juga pada perlindungan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.
Kesimpulannya, penguatan regulasi dan sinkronisasi standar pelayanan kefarmasian
sangat diperlukan guna meminimalisir kekosongan stok obat yang berpotensi melanggar
hak asasi pasien.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Sediaan Farmasi, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit,

Hak Pasien.

PENDAHULUAN Salah satu komponen krusial yang
menentukan mutu pelayanan rumah sakit

Dalam konteks tersebut, rumah adalah tersedianya sediaan farmasi yang

sakit  sebagai  institusi  pelayanan mencakup obat, bahan obat, obat bahan,
kesehatan memiliki peran strategis dalam alam, termasuk bahan obat bahan alam,
memastikan terselenggaranya pelayanan kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat
yang bermutu, aman, efektif, dan dapat kuasi secara tepat jenis, tepat jumlah,
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. tepat waktu, serta sesuai standar yang
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ditetapkan. Dalam konteks ini, negara
juga menetapkan serta menjalankan
regulasi terkait pemeliharaan kesehatan
(health law) sebagai dasar hukum dalam

penyelenggaraan  layanan  keschatan
kepada masyarakat.
Ketersediaan ~ sediaan  farmasi

menjadi salah satu indikator penting
dalam pelayanan rumah sakit karena obat
merupakan bagian integral dari proses
penyembuhan dan penanganan penyakit.
Tanpa obat vyang tersedia sesuai
kebutuhan, pelayanan kesehatan
kehilangan efektivitasnya, bahkan dapat
menimbulkan risiko keselamatan pasien
(patient safety). Ketidaktersediaan obat
tertentu pada waktu yang tepat dapat
menyebabkan keterlambatan penanganan,
peningkatan risiko komplikasi,
perpanjangan masa rawat, atau bahkan
kematian. WHO melalui Global Patient
Safety Action Plan 2021-2030
menekankan bahwa medication safety
merupakan salah satu prioritas yang tidak

dapat dinegosiasikan dalam  proses
pelayanan kesehatan. stock-out atau
kekosongan obat yang merupakan

dampak gabungan dari berbagai faktor
seperti kesalahan perencanaan, gangguan
distribusi,  keterlambatan  pengadaan,
hingga biaya klaim obat yang jadi beban
rumah sakit akibat tidak sesuai dengan
klaim pada BPJS Kesehatan. Penelitian
Rambe memperlihatkan bahwa beban
pembiayaan obat pada pasien penyakit
kronis sering kali tidak sebanding dengan
nilai klaim yang dibayar oleh BPJS
Kesehatan.

Dalam studi tersebut, biaya obat
mencapai 57,95% dari total klaim JKN,
dengan nilai rata-rata biaya obat lebih
tinggi daripada nilai klaim yang diterima
rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan
adanya ketimpangan antara kebutuhan
klinis pasien yang membutuhkan obat
berkelanjutan dalam jumlah signifikan
dan mekanisme pembiayaan yang dibatasi
oleh paket INA-CBGs. Temuan ini
menegaskan bahwa rumah sakit harus
menanggung defisit biaya obat, terutama
pada pasien kronis, sehingga pembiayaan
farmasi menjadi tantangan serius dalam
keberlanjutan layanan kesehatan.
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Dari perspektif hukum,
ketidaktersediaan sediaan farmasi dapat
menimbulkan tanggung jawab hukum
bagi rumah sakit. Dalam konteks
tanggung jawab administratif, rumah sakit
dapat dikenakan sanksi sesuai UU
Kesehatan jika terbukti tidak memenuhi
standar. Bahkan dalam kasus tertentu,
apabila ketidaktersediaan obat menyebab-
kan kematian atau luka berat, dapat
terdapat implikasi pidana terhadap pihak
yang  bertanggung jawab.  Kajian
Penelitian Syavardie menunjukkan bahwa
ketersediaan obat yang baik hanya dapat
dicapai bila manajemen rumah sakit dan
instalasi farmasi menjalankan
perencanaan pengadaan obat secara
sistematis. Ketidaktegasan norma dalam
UU Kesehatan yang baru ini menjadi
sangat kontras jika dikomparasikan
dengan regulasi sebelumnya, vyaitu
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit yang telah dicabut.
Dalam Pasal 15 ayat (1), undang-undang
memberikan mandat yang sangat tegas
dan tidak ambigu bahwa persyaratan
kefarmasian harus menjamin ketersediaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

bermutu,  bermanfaat, aman  dan
terjangkau. Bahkan pada ayat (3),
dipertegas lagi dengan  keharusan

pengelolaan sistem satu pintu (one gate
system) untuk mencegah kebocoran dan
menjamin kualitas.

Hilangnya frasa menjamin
ketersediaan dalam UU No. 17 Tahun
2023 menciptakan sebuah kekaburan
norma terkait batasan tanggung jawab
Rumah Sakit. Jika pada UU Nomor 44
Tahun 2009 ketiadaan obat di RS dapat
langsung dimaknai sebagai pelanggaran
kewajiban hukum ("menjamin
ketersediaan™), maka dalam UU Nomor
17 Tahun 2023, RS dapat berdalih bahwa
kekosongan obat bukanlah kesalahan
mereka selama mereka telah berupaya
memberikan "pelayanan bermutu" sesuai
Pasal 189, atau melimpahkan kesalahan
pada kegagalan rantai pasok pemerintah
sesuai Pasal 28.

Kondisi ketidakjelasan norma ini
menjadi inti permasalahan hukum yang
diangkat dalam tesis ini. Ketika pasien
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dirugikan akibat harus mencari obat
sendiri keluar karena stok RS kosong,
menjadi sulit untuk menentukan apakah
RS telah melakukan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum, mengingat
standar tanggung jawab pemenuhan
sediaan farmasi dalam UU No. 17 Tahun
2023 tidak lagi setegas UU No. 44 Tahun
2009. Celah hukum inilah yang
memerlukan kajian mendalam untuk
merekonstruksi kembali batasan tanggung
jawab RS demi kepastian hukum dan
keselamatan pasien.

Dengan mempertimbangkan
berbagai aspek tersebut, baik normatif,
empiris, manajerial, maupun etis, maka
kajian terkait tanggung jawab rumah sakit
dalam pemenuhan sediaan farmasi
menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Penelitian  ini diharapkan  dapat
memberikan kontribusi dalam mengisi
celah analisis hukum yang belum banyak
dibahas, khususnya terkait implementasi
UU Nomor 17 tahun 2023 pada aspek
farmasi rumah sakit. Selain itu, penelitian
ini  diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih mendalam mengenai
bagaimana rumah sakit mengelola sediaan
farmasi, bentuk tanggung jawab hukum
yang melekat pada rumah sakit, serta
implikasi hukum yang muncul apabila
terjadi ketidaktersediaan sediaan farmasi

METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  normatif-empiris  untuk

menilai sejauh mana regulasi pelayanan
kefarmasian telah memberikan jaminan
kepastian hukum bagi pasien, serta
bagaimana implementasi norma tersebut
dilaksanakan oleh rumah sakit sebagai
subjek hukum penyelenggara pelayanan
kesehatan.
Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam
jenis  penelitian  hukum  normatif.
Penelitian hukum normatif biasa disebut
penelitian hukum doktriner atau penelitian
perpustakaan dikarenakan penelitian ini
hanya ditujukan pada nilai, norma, dan
peraturan-peraturan  tertulis  sehingga
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penelitian ini sangat erat hubungannya
pada perpustakaan karena membutuhkan
data-data yang bersifat sekunder pada
perpustakaan.

Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif,
bahan pustaka merupakan data dasar yang
dalam (ilmu) penelitian digolongkan
sebagai data sekunder. Data sekunder
mempunyai ruang lingkup yang sangat
luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-
buku harian, buku-buku, sampai pada
dokumen-dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian hukum
normatif ini dengan studi dokumen. Studi
dokumen merupakan metode
pengumpulan data kualitatif sejumlah
besar fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumentasi.

Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan dari
bahan hukum primer dan sekunder di
analisis secara deskriptif kualitatif. Data
yang telah dianalisis dan di deskripsikan
selanjutnya di simpulkan dengan metode
deduktif, yakni menyimpulkan dari
pernyataan yang bersifat umum kedalam
pernyataan yang bersifat khusus.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan
menggunakan logika berpikir deduktif,
yaitu penalaran (hukum) yang berlaku
umum (persoalan hukum faktual yang
konkret) yang di hadapi. Proses yang
terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi
(hukum) karena temuan-temuan hukum
berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-
konsep, dan norma-norma hukum yang
dirumuskan secara umum dalam aturan-
aturan hukum positif, kemudian di
konkretisasi (dijabarkan) dan diterapkan
guna penyelesaian persoalan hukum
konkret yang dihadapi, sehingga
diperoleh kesimpulan sebagai jawaban
atas permasalahan hukum yang diajukan
sebelumnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden
Rumah sakit dalam sistem hukum

kesehatan Indonesia tidak  sekadar
dipahami sebagai sarana fisik
penyelenggara pelayanan medis,

melainkan sebagai subjek hukum yang
memiliki hak dan kewajiban serta dapat
dimintai pertanggungjawaban atas
tindakan dan kebijakan institusionalnya.
Kedudukan rumah sakit sebagai subjek
hukum menjadi krusial dalam konteks
pemenuhan sediaan farmasi, Kkarena
kewajiban ~ menyediakan  pelayanan
kesehatan yang bermutu dan aman tidak
hanya melekat pada tenaga kesehatan
secara individual, tetapi juga pada
institusi rumah sakit sebagai entitas
penyelenggara pelayanan. Sebagai subjek
hukum, rumah sakit memiliki kapasitas
hukum untuk bertindak, membuat
kebijakan internal, mengelola sumber
daya, serta menanggung konsekuensi
hukum atas pelaksanaan kewenangannya.
Dalam  praktik,  kebijakan terkait
perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
dan distribusi sediaan farmasi merupakan
keputusan institusional yang berada dalam
lingkup kewenangan manajemen rumah
sakit. Oleh karena itu, ketika terjadi
kegagalan pemenuhan sediaan farmasi,
permasalahan  tersebut tidak dapat
direduksi menjadi kesalahan individual

semata, melainkan harus dianalisis
sebagai tanggung jawab institusional
rumah sakit.

Dalam perspektif hukum
administrasi dan hukum kesehatan, rumah
sakit juga berfungsi sebagai

penyelenggara pelayanan publik. Fungsi
ini menempatkan rumah sakit pada posisi
yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip
penyelenggaraan  pelayanan  publik,
seperti kepastian hukum, akuntabilitas,
profesionalitas, dan perlindungan hak
pengguna layanan. Sebagai penyelenggara
pelayanan publik, rumah sakit
berkewajiban memastikan bahwa setiap
pelayanan yang diberikan, termasuk
pemenuhan sediaan farmasi, memenuhi
standar yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.
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Kedudukan rumah sakit sebagai subjek
hukum  semakin  menguat dengan
berkembangnya doktrin tanggung jawab
korporasi  (corporate liability) dalam
pelayanan  kesehatan.  Doktrin  ini
menegaskan bahwa rumah sakit dapat
dimintai pertanggungjawaban atas
kerugian yang timbul akibat kegagalan
sistem, Kkebijakan, atau tata kelola
internal, termasuk dalam pengelolaan
sediaan farmasi. Dalam konteks ini,
kesalahan tidak harus dibuktikan sebagai
kesalahan personal tenaga kesehatan,
melainkan cukup ditunjukkan adanya
kegagalan sistemik yang berada dalam
kendali institusi rumah sakit.

Analisis  penulis  menunjukkan
bahwa penerapan konsep rumah sakit
sebagai subjek hukum menjadi sangat
relevan ketika pemenuhan sediaan farmasi
dipengaruhi oleh keputusan manajerial,
seperti perencanaan kebutuhan obat,
kebijakan pengadaan, dan pengelolaan
anggaran. Keputusan-keputusan tersebut
merupakan manifestasi dari kehendak
institusi, sehingga konsekuensi hukum
yang timbul dari kegagalan pemenuhan
sediaan farmasi secara logis harus
dibebankan kepada rumah sakit sebagai
subjek hukum, bukan semata-mata kepada
individu pelaksana di lapangan. Selain itu,
pengakuan rumah sakit sebagai subjek
hukum juga berimplikasi pada kewajiban
rumah sakit untuk menjamin perlindungan
hak pasien secara institusional. Hak
pasien atas pelayanan kesehatan yang
bermutu dan aman tidak akan efektif
terlindungi  apabila tanggung jawab
hukum hanya dibebankan pada tenaga
kesehatan secara individual. Dengan
menempatkan rumah sakit sebagai subjek
hukum, sistem hukum kesehatan berupaya
memastikan adanya mekanisme
pertanggungjawaban yang lebih adil dan
proporsional, sejalan dengan Kkapasitas
rumah sakit dalam mengelola sumber
daya dan risiko pelayanan. Dalam konteks
kepastian hukum, kedudukan rumah sakit
sebagai subjek hukum memberikan
kejelasan ~ mengenai  pihak  yang
bertanggung jawab atas pemenuhan
kewajiban pelayanan kesehatan.
Kejelasan ini penting untuk mencegah
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terjadinya pengalihan tanggung jawab
secara tidak proporsional dan untuk
memberikan kepastian bagi pasien dalam
menuntut pemenuhan haknya. Analisis
penulis menilai bahwa tanpa penegasan
rumah sakit sebagai subjek hukum, upaya
perlindungan hak pasien atas ketersediaan
sediaan farmasi akan sulit diwujudkan
secara efektif.

Dengan demikian, rumah sakit
sebagai subjek hukum memegang peranan
sentral dalam menjamin pemenuhan
sediaan farmasi sebagai bagian dari
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
aman. Kedudukan ini menjadi dasar bagi
analisis lebih lanjut mengenai bentuk-
bentuk tanggung jawab hukum rumah
sakit baik administratif, perdata, maupun
etik dalam menjamin ketersediaan sediaan
farmasi bagi pasien. Tanggung jawab
administratif rumah sakit merupakan
bentuk pertanggungjawaban hukum yang
bersumber dari kewenangan negara dalam

mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Dalam kapasitasnya sebagai

penyelenggara pelayanan publik, rumah
sakit wajib mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang  mengatur
standar pelayanan, tata kelola, serta
mekanisme pengawasan administratif.
Pemenuhan sediaan farmasi menjadi
bagian integral dari kewajiban
administratif tersebut, karena ketersediaan
obat merupakan prasyarat dasar bagi
terselenggaranya pelayanan kesehatan
yang bermutu dan aman.

Dalam kerangka hukum kesehatan,
tanggung jawab administratif rumah sakit
terkait sediaan farmasi tercermin dari
kewajiban  untuk  menyelenggarakan
pengelolaan obat sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar
tersebut meliputi perencanaan kebutuhan

obat, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian, hingga
evaluasi penggunaan obat. Kewajiban

administratif ini menuntut rumah sakit
untuk memiliki sistem dan prosedur yang
mampu menjamin ketersediaan sediaan

farmasi secara berkesinambungan.
Dengan demikian, kegagalan dalam
memenuhi  sediaan  farmasi  dapat
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dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan
administratif terhadap standar pelayanan
yang telah ditetapkan. Tanggung jawab
administratif rumah sakit juga berkaitan
dengan kewajiban menjaga mutu dan
keselamatan pelayanan kesehatan. Dalam
perspektif administrasi  publik, mutu
pelayanan merupakan indikator utama
kepatuhan terhadap kewajiban
administratif. Ketika rumah sakit tidak
mampu  menyediakan  obat  yang
dibutuhkan pasien, mutu pelayanan secara
administratif telah terlanggar karena
pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan standar yang dijanjikan oleh
regulasi. Analisis penulis menilai bahwa
ketidaktersediaan sediaan farmasi pada
kondisi tertentu dapat dikualifikasikan
sebagai pelanggaran administratif yang
berdampak langsung pada penilaian
kinerja rumah sakit sebagai
penyelenggara pelayanan publik.

Analisis  penulis  menegaskan
bahwa penerapan sanksi administratif
terhadap rumah sakit yang gagal
memenuhi  sediaan  farmasi  harus
dipahami sebagai instrumen penegakan
hukum administrasi, bukan semata-mata
sebagai tindakan represif. Tujuan utama
sanksi administratif adalah memastikan
kepatuhan terhadap standar pelayanan dan
mendorong perbaikan sistem pengelolaan
sediaan farmasi. Dengan demikian,
penegakan tanggung jawab administratif
berperan  penting dalam  menjaga
kepastian hukum dan melindungi hak
pasien atas pelayanan kesehatan yang
bermutu. Dalam praktik, efektivitas
tanggung jawab administratif rumah sakit
sering kali dipengaruhi oleh kualitas
pengawasan dan konsistensi penegakan
regulasi. Pengawasan yang bersifat
administratif-formal tanpa memperhatikan
dampak substantif terhadap hak pasien
berpotensi melemahkan fungsi
perlindungan hukum. Oleh karena itu,
analisis penulis menilai bahwa tanggung
jawab administratif rumah sakit harus
diorientasikan pada hasil (outcome-
oriented), yakni terjaminnya ketersediaan
sediaan farmasi dan terpenuhinya hak
pasien, bukan sekadar  kepatuhan
prosedural.
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Dalam doktrin hukum perdata,
hubungan antara pasien dan rumah sakit
dapat dikonstruksikan sebagai hubungan
terapeutik yang mengandung  unsur
perikatan. Melalui hubungan ini, rumah
sakit berkewajiban menyelenggarakan
pelayanan kesehatan secara profesional
dan bertanggung jawab. Apabila rumah
sakit tidak mampu menyediakan sediaan
farmasi yang dibutuhkan pasien sehingga
pelayanan menjadi tidak optimal atau

menimbulkan kerugian, maka kondisi
tersebut  berpotensi  dikualifikasikan
sebagai  wanprestasi,  yakni  tidak
dipenuhinya prestasi sebagaimana

dijanjikan dalam hubungan pelayanan
kesehatan.

Selain wanprestasi, tanggung jawab
perdata rumah sakit juga dapat timbul
berdasarkan konsep perbuatan melawan
hukum. Kegagalan pemenuhan sediaan

farmasi  dapat dipandang  sebagai
perbuatan melawan hukum apabila
terbukti bahwa rumah sakit telah

melanggar kewajiban hukum atau standar
kehati-hatian  (duty of care) yang
seharusnya dipenuhi. Dalam konteks ini,
kerugian yang dialami pasien baik berupa
kerugian materiil maupun immateriil
menjadi dasar untuk menuntut
pertanggungjawaban perdata rumah sakit.
Analisis  penulis  menilai  bahwa
pendekatan perbuatan melawan hukum
relevan digunakan ketika kegagalan
pemenuhan sediaan farmasi bersumber
dari kelalaian sistemik dalam pengelolaan
obat.

Konstruksi tanggung jawab perdata
rumah sakit dalam pemenuhan sediaan
farmasi juga tidak dapat dilepaskan dari

prinsip tanggung jawab institusional.
Keputusan terkait perencanaan,
pengadaan, dan pengelolaan sediaan

farmasi merupakan kebijakan manajerial
yang berada dalam kendali rumah sakit
sebagai institusi. Oleh karena itu,
kerugian yang timbul akibat kegagalan
sistem pengelolaan sediaan farmasi secara
logis harus dibebankan kepada rumah
sakit sebagai subjek hukum, bukan
semata-mata kepada tenaga kesehatan
individual. Pendekatan ini sejalan dengan
doktrin  corporate liability  dalam
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pelayanan kesehatan. Dalam praktik,
pembuktian tanggung jawab perdata
rumah sakit akibat kegagalan pemenuhan
sediaan farmasi dapat dilakukan dengan
menunjukkan adanya hubungan kausal
antara  ketidaktersediaan  obat  dan
kerugian yang dialami pasien. Kerugian
tersebut dapat berupa tertundanya proses
penyembuhan, memburuknya kondisi
kesehatan, atau beban biaya tambahan
yang harus ditanggung pasien untuk
memperoleh obat di luar fasilitas
pelayanan kesehatan. Analisis penulis
menegaskan bahwa kerugian tersebut
merupakan konsekuensi yang dapat
diperkirakan (foreseeable loss) dari
kegagalan pemenuhan sediaan farmasi,
sehingga memenuhi unsur
pertanggungjawaban perdata.

Tanggung jawab etik rumah sakit
juga berkaitan dengan prinsip keadilan
(justice) dalam pelayanan kesehatan.
Ketersediaan sediaan farmasi yang tidak
merata atau tidak terjamin berpotensi
menimbulkan  ketimpangan pelayanan
antar pasien. Pasien yang memiliki
kemampuan finansial mungkin dapat
memperoleh obat secara mandiri di luar
rumah sakit, sementara pasien lain
terpaksa menunda atau menghentikan
terapi. Dalam perspektif etik, situasi ini
mencerminkan kegagalan rumah sakit
dalam menjamin keadilan distributif,
karena akses terhadap obat sebagai bagian
dari pelayanan kesehatan tidak diberikan
secara setara sesuai kebutuhan medis.

Dari sudut pandang profesional,
rumah sakit memiliki kewajiban untuk
menciptakan lingkungan praktik yang
memungkinkan tenaga kesehatan
menjalankan profesinya sesuai standar.
Pemenuhan sediaan farmasi merupakan
prasyarat bagi tenaga medis dan tenaga
kefarmasian untuk memberikan pelayanan
yang aman dan bermutu. Ketika rumah
sakit tidak mampu menyediakan obat
yang dibutuhkan, tenaga kesehatan
dipaksa bekerja dalam kondisi
keterbatasan yang berpotensi menurunkan
kualitas keputusan klinis. Analisis penulis

menegaskan bahwa kondisi ini tidak
hanya membebani tenaga kesehatan
secara profesional, tetapi juga
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mencerminkan kegagalan institusi dalam
memenuhi tanggung jawab
profesionalnya. Tanggung jawab etik dan
profesional rumah sakit juga tercermin
dalam komitmen terhadap keselamatan
pasien sebagai nilai inti pelayanan
kesehatan. Prinsip keselamatan pasien
menuntut rumah sakit untuk
mengidentifikasi dan memitigasi risiko
yang dapat membahayakan pasien,
termasuk risiko yang timbul akibat
ketidaktersediaan sediaan farmasi. Dalam
konteks ini, kegagalan pemenuhan
sediaan farmasi dapat dipandang sebagai
pelanggaran terhadap kewajiban etik
untuk melindungi pasien dari bahaya yang
dapat dicegah (preventable harm).
Analisis  penulis  menunjukkan
bahwa tanggung jawab etik dan
profesional  rumah  sakit  bersifat
melengkapi dan memperkuat tanggung
jawab hukum vyang telah dibahas
sebelumnya. Meskipun pelanggaran etik
tidak selalu berujung pada sanksi hukum
formal, pelanggaran tersebut memiliki
implikasi serius terhadap kepercayaan
publik dan legitimasi rumah sakit sebagai
institusi pelayanan kesehatan.
Kepercayaan pasien merupakan modal
sosial yang penting bagi keberlangsungan
pelayanan kesehatan, dan kegagalan
menjamin ketersediaan sediaan farmasi
dapat menggerus kepercayaan tersebut
secara signifikan. Dengan demikian,
tanggung jawab etik dan profesional
rumah sakit dalam pemenuhan sediaan
farmasi tidak dapat dipisahkan dari
kewajiban hukum yang melekat pada
institusi rumah sakit. Tanggung jawab ini
menuntut rumah sakit untuk tidak hanya
patuh pada norma hukum, tetapi juga
menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan
profesionalisme dalam setiap kebijakan
dan praktik pelayanan. Subbab ini
menegaskan bahwa pemenuhan sediaan
farmasi merupakan indikator penting
integritas etik dan profesional rumah
sakit, serta menjadi bagian dari landasan
untuk membangun konstruksi tanggung
jawab  hukum rumah sakit dalam
perspektif kepastian hukum yang akan
dibahas pada subbab berikutnya.
Konstruksi tanggung jawab hukum
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rumah sakit dalam pemenuhan sediaan
farmasi harus dipahami secara
komprehensif dan integratif, sejalan
dengan prinsip kepastian hukum dalam
pelayanan kesehatan. Kepastian hukum
menuntut adanya kejelasan mengenai
subjek yang bertanggung jawab, ruang
lingkup kewajiban, serta konsekuensi
hukum atas kegagalan pemenuhan
kewajiban tersebut. Dalam konteks ini,
rumah sakit sebagai subjek hukum dan
penyelenggara pelayanan publik memikul
tanggung jawab yang tidak dapat dipisah-
pisahkan antara aspek administratif,
perdata, dan etik-profesional. Dari sisi
administratif, rumah sakit berkewajiban
memastikan kepatuhan terhadap standar
pelayanan dan tata kelola sediaan farmasi
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Kegagalan
memenuhi sediaan farmasi mencerminkan
ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban
administratif  dan  membuka ruang
penerapan sanksi administratif sebagai
instrumen penegakan kepastian hukum.
Penegakan administratif berfungsi sebagai
mekanisme preventif dan korektif untuk
mendorong perbaikan sistem pengelolaan
sediaan farmasi agar pemenuhan hak

pasien dapat terjamin secara
berkelanjutan.

Pada ranah perdata, konstruksi
tanggung jawab hukum rumah sakit

berangkat dari hubungan terapeutik antara
pasien dan rumah sakit yang melahirkan
kewajiban untuk memberikan pelayanan
kesehatan  sesuai  standar.  Ketika
kegagalan pemenuhan sediaan farmasi
menimbulkan  kerugian bagi pasien,
rumah sakit dapat dimintai
pertanggungjawaban perdata baik
berdasarkan wanprestasi maupun
perbuatan melawan hukum. Pendekatan
ini  menegaskan bahwa pemenuhan
sediaan farmasi bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan prestasi hukum
yang melekat pada pelayanan kesehatan
dan memiliki konsekuensi ganti rugi
apabila dilanggar. Selanjutnya, dimensi
etik dan  profesional  memperkuat
konstruksi tanggung jawab hukum rumah
sakit dengan menempatkan keselamatan
pasien dan mutu pelayanan sebagai nilai
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inti. Tanggung jawab etik menuntut
rumah sakit untuk mencegah risiko yang
dapat diperkirakan (preventable harm),
termasuk risiko yang timbul akibat
ketidaktersediaan sediaan farmasi.
Kegagalan dalam aspek ini menunjukkan
lemahnya integritas profesional dan tata
kelola institusional, yang meskipun tidak
selalu berujung pada sanksi hukum
formal, berdampak signifikan terhadap
kepercayaan publik dan legitimasi rumah

sakit ~ sebagai  institusi  pelayanan
kesehatan.
Analisis  penulis  menegaskan

bahwa kepastian hukum hanya dapat
terwujud apabila ketiga dimensi tanggung
jawab tersebut dipahami sebagai satu
kesatuan yang saling  melengkapi.
Pendekatan parsial yang hanya
menitikberatkan pada sanksi administratif
atau  gugatan  perdata  berpotensi
menimbulkan ketidakpastian baru dan
tidak  menyentuh  akar  persoalan
kegagalan sistemik. Oleh karena itu,
konstruksi tanggung jawab hukum rumah
sakit harus diarahkan pada penguatan tata
kelola sediaan farmasi secara menyeluruh,
mulai dari perencanaan hingga evaluasi
penggunaan obat. Dalam perspektif
kepastian hukum, konstruksi ini juga
memberikan kejelasan posisi  pasien
sebagai subjek hukum yang haknya
dilindungi secara substantif. Pasien tidak
lagi ditempatkan sebagai pihak yang harus
menanggung konsekuensi keterbatasan
sistem, melainkan sebagai pemegang hak
atas pelayanan kesehatan yang bermutu
dan aman. Dengan demikian, kepastian
hukum berfungsi sebagai instrumen
perlindungan preventif dan represif,
sekaligus sebagai pedoman bagi rumah
sakit dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang bertanggung jawab.
Dengan  demikian,  konstruksi
tanggung jawab hukum rumah sakit
dalam pemenuhan sediaan farmasi
menegaskan bahwa kewajiban tersebut
merupakan kewajiban institusional yang
berakar pada prinsip kepastian hukum,
perlindungan hak pasien, dan keselamatan
pelayanan. Kegagalan pemenuhan sediaan
farmasi harus dipahami sebagai persoalan
hukum yang multidimensi, yang menuntut
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respons komprehensif dari sistem hukum
kesehatan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan

kesimpulan penelitian terkait kepastian
hukum pemenuhan sediaan farmasi dalam
pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang
mencerminkan keterkaitan antara
pengaturan  normatif  dan  praktik
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

1. Kepastian  Hukum  Pemenuhan
Sediaan Farmasi Dalam Pelayanan
Kesehatan Terhadap Pasien Pada
Rumah Sakit

Kepastian hukum dalam

pemenuhan sediaan farmasi bagi pasien
pada rumah sakit pada dasarnya telah
memiliki landasan normatif yang cukup
kuat dalam sistem hukum kesehatan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan secara
tegas mengatur hak pasien untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan kebutuhan medis, standar
profesi, dan pelayanan yang bermutu.
Norma tersebut secara  konseptual
mencakup  kewajiban  penyelenggara
pelayanan kesehatan, termasuk rumah
sakit, untuk menjamin  ketersediaan
sediaan farmasi sebagai bagian integral
dari proses pelayanan medis.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Rumah Sakit Dalam Pemenuhan

Sediaan Farmasi Dalam Pelayanan

Kesehatan Terhadap Pasien

Rumah sakit sebagai penyelenggara
pelayanan kesehatan memiliki tanggung
jawab hukum vyang melekat dalam
menjamin ketersediaan sediaan farmasi
bagi pasien. Tanggung jawab tersebut
merupakan konsekuensi dari kedudukan
rumah sakit sebagai institusi pelayanan
publik yang wajib memenuhi standar
pelayanan kesehatan dan melindungi hak
pasien  sebagaimana  diatur  dalam
peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan sediaan farmasi tidak dapat

dipisahkan dari kewajiban rumah sakit
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untuk menyediakan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan aman. Tanggung jawab
hukum rumah sakit dalam pemenuhan
sediaan farmasi mencakup dimensi
administratif. =~ Rumah  sakit  wajib
menyelenggarakan  sistem manajemen
farmasi yang sesuai dengan standar, mulai
dari  perencanaan  kebutuhan obat,
pengadaan, penyimpanan, hingga
distribusi. Kegagalan dalam menjalankan
kewajiban administratif tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi hukum berupa
sanksi administratif dan penilaian negatif
terhadap mutu pelayanan rumah sakit.
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